
LI O A 
PROVINSl SU A'fE ELATJH1 

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR A/J\M 

NOMOR S TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTlL/TAS PERUMAHAN 

DAN PERMUKJMAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PAGAR ALAM, 

Mcnimbang a. bahwa daJam rangka kcbcrlanjutan pengclolaan prasarana, 

Mengingat 

sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan 

pcrmukiman pcrlu dilakukan pcnycrahan bcbcrapa prasarana, 

sarana dan utilitas pada kawasan pcrumahan oleh perorangan 

dan/atau pcngembang kcpada Pcmcrintah Kota dan untuk 

mewujudkan tertib administrasi daJam pengclolaan dan 

pcnycrahan Prasarana, Sarana dan Utililas pada kawasan 

perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan 

bcrkenaan dcngan pengclolaan dan penycrahan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa scbagai tindak lanjut ketentuan PasaJ 18 huruf b 

Undahg-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman serta Pasal 26 Peraturan Menteri 

DaJam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 

Permukiman di Daerah, ketentuan penyerahan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas yang telah selesai dibangun dari 

perorangan dan/ a tau pengembang kepada Pemerintah Daerah 

perlu diatur dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

daJam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Perumahan dan Permukiman; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undnng-Undnng Rcpublik lndoncsin Nomor ti 1'11hun WO I 

tcntnng Pembcntuknn Koln Pngnr Alnm (1..cmhnrnn Nc,:nrn 

Rcpublik Indonesia Tohun 2001 Nomor 88, Tomhul11111 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4115); 

3. Undang-Undnng Nomor 1 Tnhun 2011 tcntung Pcrumnhnn 

dan Kawasnn Permukimnn (Lcmbnrun Ncgnrn Rcpublik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambnhon Lcmbomn Ncgnm 

Republik Indonesia Nomor 5188) scbngoimono tcloh diubah 

beberapa kali ternkhir dengan Undnng-Undnng Nomor 4 

Talmn 2023 tcntnng Pcngembangan dnn Pcnguntnn Scktor 

Keuangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2023 

Nomor 4, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6845); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentnng 

Pemerinta.han Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbarnn Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Pcngernbangan dan Pcnguatan Scktor 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6845); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telal1 diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Talmn 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

101, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 12 Talmn 2021 Tentang Pcrubahan Atns 

Pcraturan Pcmerintah Nomor 14 Tahun 2016 tcntun g 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pcrmukiman 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

22, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6624); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penycrahan Prasarana, Sarana, dan Utililas 

Perumahan dan Pcnnukiman di Daerah; 

Dengan Persetujuan Bcrsama 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA PAOAR ALAM 

dan 

WALi KOTA PAOAR ALAM 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKlMAN. 

BAB I 

KETENTUAN SUMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kola adalah Kola Pagar Alam. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam. 

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 

dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum 

sebagai hasil upaya perumahan yang layak huni. 

6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang 

terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang 

mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 



. ·I · 

mcmpunyni pcnunjnng kqtinlnn f\mge-:i l11in di k11w11 N1 111 

pakotnnn ntm1 kmrnsnn pcrdc:-111111. 

7. Pmsnmnn ndnlnh kclcngknp m dns11r lisik lingkung11n huninn 

ynng mcmcnuhi stnndnr tcrtt•ntu untuk kcl>utuh1111 temp 11 

Hnggnl ynng lnynk, schnl, mnnn chm ny11m11n. 

8. Snmnn ndnlnh fnsilitns dnlnm lingkung11n huninn y11ng 

bcrf ungsi untuk mcndukung pcnyclcnggnmnn d1111 

pcngcml>nngnn kchidupnn sosinl, budnyn dnn ckonomi. 

9. Utilitns ndnlnh kelcngknpnn pcnunjnng untuk pclnynnnn 

lingkungun huninn . 

10. Rencnnn Tnpnk (Sire l'/011) ndnloh rcncnnn tnpnk suulu 

lingkungan dcngan fungsi tcrtcntu yang mcmunt rcncnnn 

tnta bangunan, jnringnn sarnnn don prasnrnnn lisik scrln 

fasilitRS lingkungan. 

11. Rum ah adnlah bangunan gedung ynng bcrf ungsi sclmgni 

tcmpat tinggal yang layak huni, sarana pcmbinaan kclunrga, 

cerminan harkal dan marta l>at pcnghuninya scrtn asc t bngi 

pemiliknya. 

12. Penyerahan Prasara nn, Sarona dan UlililRs odalnh 

penyerahan bcrupa ta11ah dcngan bangunan dan/ a tau lanah 

tanpa bangunan dalam bentuk asc t dan tanggung jawab 

pengelolaan dari perorangan dan/atau pcngcml>ang kepada 

Pemerintah Daerah. 

13. Serita Acara Scrah Terima Administrasi adalah serah terima 

kelengkapan adminislrasi berupa jaminan antara lain 

dokumen surat pernyataan dan/atau berita acara 

penyerahan doku,nen. 

14. Berila Acara Serah Terima Fisik ada1ah serah terima seluruh 

atau sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa tanah 

dan/atau bangunan dari perorangan dan/atau pengembang 

kepada Pemerintah Daerah 

15. Perorangan ada1ah setiap orang yang menyelenggarakan 

pembangunan perumahan dan permukiman. 

16. Pengembang adaJah institusi atau lembaga penyelenggara 

pembangunan perumahan dan pennukiman. 
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17. Masyarakat adalah Rukun Tetangga {RTJ dan Rukun Warga 

(RW) penghuni perumahan dan pcrmukiman, atau asosiasi 

penghuni untuk rumah susun. 

18. Barang Milik Daerah adaJah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapalan dan Bclanja 

Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

19. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab mclakukan koordinasi pengelolaan 

barang milik dacrah . 

20. Pcngguna Barang adaJah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah. 

21. Lahan adalah luasan areal yang dapat dimanfaatkan atau 

dipergunakan untuk kcgiatan pelaksanaan pembangunan. 

22. Lahan siap bangun adalah kandisi lahan matang yang siap 

untuk dimanfaatkan untuk kcgiatan pembangunan di 

atasnya. 

23. Tim Verifikasi adalah Lim yang dibentuk aleh Wali Kata untuk 

memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

perumahan dan permukiman. 

24. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik 

Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan 

Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan 

pemeliharaan dan pengelalaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di 

Iingkungan Perumahan dan Permukiman. 

Pasal 3 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang telah selesai 

dibangun aleh Perorangan dan/ a tau Pengembang harus 

diserahkan kepada Pemerintah Kata sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 



11111 rd 11 

Pc11ycruh1111 dun pcn~clol1111n Pr111111rn n11, 811ron11, dun Ulililw 

l'crurnuhun dun Pcrmukimun bcrduuorkun prinuip: 

11 • kclcrhukuun, yullu m1rny11rukal mcnectuhui Prn mmmu, 8urnna, 

dun Utilil.1111 yung tcluh dh1cruhkun dun utuu kcrnuduhun bugi 

Muoyurnkul untuk mcnguk!lc!I informosi lcrkait dcngan 

pcnycruhun Pru11uru11u, Surunu, dun Utililw1; 

b. ukunluhilit.u11, yoilu pro!icli pcnycrahun Prasarnna, Sarana, 

dun Utilit.n!I yung clupul clipcrtanggungjawabkan scsuai dcngun 

kclcnluun pcraluran pcrundang-undangan; 

c. kcpastiun hukum, yuilu rncnjamin kcpastian kclcrscdiaan 

Prosarano, Sarona, dan Ulililas di lingkungan Pcrumahan 

dan Pcrmukiman scsuai dcngan slandar, rcncana tapak (site 

plan) yang disctujui olch Pcmcrinlah Kota scrla kondisi dan 

kcbutuhan Masyarakal; 

d. kcbcrpihakan, yaitu Pcmcrintah Kola mcnjamin kclerscdiaan 

Prasarana, Sarona, dan Ulililas bag,i kcpcntingan Masyarakat 

di lingkungan Pcrumahan dan Pcrmukiman; dan 

c. kebcrlanjutan, yailu Pcmcrinlah Kola menjamin keberadaan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dcngan fungsi clan 

peruntukannya. 

BAB II 

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

PasaJ 5 

Perumahan dan Permukiman terdiri alas: 

a. Perumahan Lidak bersusun; dan 

b. rumah susun. 

Pasal 6 

(1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. 

(2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ber!antai satu atau dua. 
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Pasal 7 

(1) Rumah susun sebagaimana dimaksud daJam Pasal 5 huruf b, 

berupa bangunan gedung bertingkat daJam suatu lingkungan. 

(2) Bangunan gcdung bertingkat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturka11 

secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakru1 satuan-satuan yang masing-masing dapal 

dimilikj dan digunakan secara terpisah, terutama untuk 

tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, 

benda-bersama dan lanah-bcrsama. 

Pasal 8 

(1) Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. 

(2) Pengaturan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan 

Peraturan Daerah tersendiri. 

BAB III 

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS 

Pasal 9 

Prasarana Perumahan dan Permukiman antara lain berupa: 

a. jaringan jalan; 

b. jaringan saluran pembuangan air limbah; 

c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 

d. tempat pembuangan sampah. 

Pasal 10 

Sarana Perumahan dan Permukiman antar lain berupa: 

a. saran a pemiagaan/ perbelanjaan; 

b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 

c. sarana pendidikan; 

d. sarana kesehatan; 

e. sarana peribadatan; 

f. sarana rekreasi dan olahraga; 

g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum; 

h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;dan 

1. sarana parkir. 
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Pasal 11 

Uilitas Perumahan dan Permukiman antara lain berupa: 

a. jaringan air bcrsih; 

b. jaringan listrik; 

c. jaringan telcpon; 

d. jaringan gas; 

c. jaringan transportasi dan haltc; 

f. sarana pemadam kebakaran; dan 

g. sarana penerangan jalan umum. 

BABlV 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTlLITAS 

Bagian Kcsatu 

Umum 

Pasal I 2 

(1) Perorangan dan/atau Pengembang wajib menycrahkan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukjman 

kepada Pcmerintah Kola. 

(2) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang 

diserahkan scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam Rencana Tapak (siteplan) yang telah 

disetujui oleh PD yang membidangi perumahan dan 

permukjman. 

(3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan 

Permukiman oleh Perorangan dan/atau Pengembang harus 

terlelak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan Rencana 

Tapak (site plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Penyerahan Tempat Pemakaman Umum yang penyediaannya 

dilakukan dengan bekerja sama, harus didahului dengan 

Nota Kesepahaman (MoU). 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan 

Nota Kesepahaman (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) diatur dengan Peraturan Wali Kola. 
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Baginn Kcdun 

Jangka Woktu chm 'fahop Pcnycrohon 

Pa al 13 

11) Pcnyerahan Prasarana, Sarana, dan Ulilitas Pcrumahan don 

Permukiman dilakukan: 

a. paling lambat I (satu) lahun sclclah masa pcmcliharoan; 

dnn 

b. scsuai dcngan rcncana tapak (site plan) yang Lelah 

disclujui olch PD ynng mcmbidangi pcrumahan don 

pcrmukiman. 

12) Pcnycrahan Prasarana, Sarona, dan Utilitas Perumahan dan 

Permukiman scsuai rcncana tapak (site plan) sebagaimana 

dimaksud pada ayal ( 1) huruf b dilakukan: 

a. sccara bcrtahap, apabila rcncana pcmbangunan 

dilakukan bcrlahup; atau 

b. sckaligus, apabila rcncana pcmbangunan dilakukan lidak 

bertahap. 

Bagian Ketign 

Kritcria Penycruhan 

Pasal 14 

(1) Penyerahan Prasarana dan Ulilitas scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 dan Pasal 11 pnda Perumahan tidak bersusun 

berupa tanah dan Bangunan. 

(2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun 

sebagaimana dimAksud dalam Pasal 10 berupa tanah siap 

bangun dan/atau bangunan. 

Pasal 15 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahterimakan 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. untuk Prasarana berupa tanah dan/atau bangunan harus 

sudah selesai dibangun dan dipelihara; 

b. untuk Sarana, harus dalam bentuk tanah siap bangun 

dan/ a tau bangunan; 

c. untuk Utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara; 
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d. kualitas scsuai dengan slandar, pcrsyaratan tcknis dan 

administrasi; dan 

e. besaran sesuai rencnna tapak (site plan) yang 1claJ1 disctujui 

oleh PD yang membidangi Perumahan dan Permulciman. 

BABV 

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN 

UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

Pasal 16 

Pemerintah Kata menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Perumahan dan Pcrmukiman yang telah mcmcnuhi 

persyaratan: 

a. umum; 

b. teknis; dan 

c. administrasi. 

Pasal 17 

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf a, meliputi: 

a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan 

Rencana Tapak (site plan) yang sudah disetujui oleh PD 

yang membidangi Perumahan dan Permulciman; dan 

b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis 

bangunan. 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan 

dan Permukiman. 

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 humf c, harus memiliki: 

a. dokumen Rencana Tapak (site plan) yang telah disetujui 

oleh PD yang membidangi Perumahan dan Permukiman; 

b. surat pelepasan hak atas tanah dari Perorangan 

dan/atau Pengembang kepada Pemerintah Daerah. 

c. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dan/atau PBG bagi 

bangunan yang dipersyaratkan. 
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OAB VI 

PEMOENTUl<AN TIM VERIFll<ASI 

Pusul 18 

11) Wali l<ota mcmbentuk Tim Verifikasi untuk memproses 

penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pcrurnahan clan 

Permukiman . 

12) Tim Vcrifikasi scbagaimana dirnaksud pad a ayat (I) terdiri 

atas unsur: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sadan Pcrencanaan Pembangunan Dacrnh; 

c. Badan Pertanahan Nasional atau sebutan lainnya di 

daerah; 

d. PD yang mcmbidangi perumahan dan permukirnan; 

e. PD yang membidangi Asel Daerah; 

f. PD teknis lainnya; 

g. Carnal; dan 

h. Lurah/l<epala Desa. 

13) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat II) dikctuai 

oleh Sckrctaris Daerah. 

Pasal 19 

11) Togas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

meliputi: 

a. mclakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

yang dibangun oleh perorangan dan/atau pengembang 

diwilayah kerjanya secara berkala; 

b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas oleh perorangan dan/atau pengembang; 

c. menyusun jadwal kerja; 

d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas oleh Perorangan dan/ atau 

Pen gem bang; 

e. menyusun berita acara pemeriksaan; 

f. menyusun berita acara serah terima; 

g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan 

pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan 
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h mcnyu 'Un dan m n ampa1knn I por.m le n "k 1p hn~d 

in entari asi dan p nilaian Pra mna , S, rn n ,, d 111 

Utilitas s cara berkala kcpado Wah Kolo 

(2) Tim Verifikasi melakukan penilaion tcrh udnp. 

a . kebennran ontara Prasnrann , Sarann , dnn Utjh1n run 

telah ditetapkan daJam Rencana Tapak (s ite plan) d ngn n 

kenyataan dilapangan ; dan 

b. kesesuaian pcrsyarata n tcknis Prasarana, Sarana, dan 

Uulita yang akan discrnhkan dengan pcrsyara1nn yang 

diletapkan; dan 

c. kclayakan kondisi Prasarana, Sarana, dan Utililas Umum 

yang akan discrahkan oleh Pcrorangan dan/ a ta u 

Pengembang kcpada Pcmerinlah Kota . 

(3) Ketentuan lcbih lanjut mengenai uraian 1ugas Tim Verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan 

kepurusan Wali Kola. 

Pasal 20 

(I) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh Sekretariat Tim 

Verifikasi . 

(2) Sekretariat Tim Verfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) beracla pada PD yang membiclangi Perumahan clan 

Permukiman. 

(3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana climaksucl pada ayat 

(I) ditetapkan oleh Walikota. 

BAB VJI 

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILJTAS 

PasaJ 21 

Tata cara penyerahan Prasarnna, Sarana, dan Utilitas Perumahan 

clan Permukiman dilakukan melalui: 

a. persiapan; 

b. pelaksanaan penyerahan; dan 

c. pasca penyerahan. 
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Po sa l 22 

Ill Toto earn persiopan pcny rohon Pro urnn o, Sur uno, dun 

Utilitas scbagoimann dimoksud dalom Posu l 21 huruf u, 

mclipuli : 

o. Wali Kota melolui PD yang rncmbidnngi Asel Docroh 

mcncrima permohonan penyerahan Pru arano, Surano, 

dan Utilitos Perumohon dan Pcrmukimon yang 

dilengkapi dcngan nilai perolehan Prasarana, Parana, 

dan Utilitas dari Perorangan dan/atau Pengcmuang; 

b. Wali Kola menugaskan Tim Vcrifikasi untuk mcmproscs 

pcnycrahan Prusarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan 

dan Pcrmukiman; 

c. Tim Verifikasi mcnyusun jadwol kerja Lim dan instrurnen 

penilaian; 

d. Tim Verifikasi mengundang Perorangan dan/atau 

Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan; dan 

e. Tim Verifikasi melakukan inventorisasi terhadap 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan. 

f. Jnventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada 

huruf e, meliputi: 

I. rencana tapak (site plan) yang telah disetujui oleh PD 

yang mcmbidangi Perumahan dan Permukiman; 

2. tata letak bangunan dan lahan; dan 

3. besar Prasarana, Sarona, dan Utilitas. 

(2) Tata cara pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Ulilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b , 

meliputi: 

a . Tim Verifikasi melakukan penelitian alas persyaratan 

umum, teknis dan administrasi; 

b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan 

penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas; 

c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan 

penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas serta 

merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak 

atau tidak layak diterima; 



d. dalam hul Tim Vcrifika I m ·nyrllokon Pm arana, 

Sarano, dan Ulilit.o tidak loyuk dit crima, kcpuda 

Perorongnn clan/al/Ju l'cngcmbung dib rikun 

kcscmpalan untuk mclakukan pcrbaikan paling lumbat 

l (satu) bulan sctcluh dilakukan pcmeriksaon; 

c. hasil pcrbaikan Pra arana, Sarona, dan Utililas 

scbagaimano dimaksud pada huruf d, dilokukan 

pcmcriksaan dan pcniloian kcmbali; 

f. Prasomno, Sarona, don Utiliws yang layak ditcrima 

dituangkon dalam Serita Acara Pcmcriksaan untuk 

disampaikan kcpadn Wali Kola; 

g. Wali Kola mcnclapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

yang ditcrima; 

h. Tim vcrifikasi mcmpcrsiapkan bcrita acara scrah terima 

dan penctopan jadwal pcnycrahan; don 

1. pcnandatanganon berila acara scrah lcrima Prasarana, 

Sarana, dan Utiliws dilakukun olch Pcrorangan 

dan/atau Pcngembang dan Wali Kota dengan 

mclampirkan daft.or Prnsarana, Sarana, dan Utilitas, 

dokumcn tcknis dan administrasi . 

13) Tata cara pasca penycrahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mclipuli: 

a. Wali Kola menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utililas 

kepada PD yang berwenang mengelola dan memelihara 

paling lambat 3 (tiga) bulan sctelah penyerahan 

Prasarana, Sarana dan Utililas dilaksanakan; 

b. Pengelola barang milik Daerah melakukan pencalatan 

aset alas Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam 

Daflar Barang Milik Daerah; 

c. PD yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas 

melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang 

Pengguna; dan 

d. PD yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas 

menginformasikan kepada masyarakat mengenai 

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah diserahkan 

oleh Perorangan dan/ atau Pengembang. 
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1',1 •,, tf :r1 
(I) 1)0!11111 h11 l 1'1 11 111111 11 1 , 11 111 111 <1 1111 lJ11l11 I ' 11 rbi111111111 11 1111 

tl i111 11 lrnud dnl11m P.i " IJ lil rrlp il l dcr11:.11 n fJ11 ,, 11 J I 

dit clu11l111 )<11 11/t itl11k cl ip ·lil111111 ol h J> ' I Ufll ll f: Ill dun/ 1111 11 

l'c II gc ,n ha II r, tl11n b !urn dhc r 1hl ·, irn 1lw 11 krp,1du 

Pcm ·nr1t nh l<otn, rn11k11 I' ·m -rinlllh J<11t£1 h •rw ·1111111~ untuk 

mcny11111pailwn surnt t •g u,1111 kcpad I I' ·roru111~1 111 dun/11 tnu 

Pcngcmbang u11tuk 111 •,npcrl,ai ki/111 ' 111 ·I haw 1'1 m,11rn n 1, 

'11 rnnn, don Util i1 11 . dlmnk ud . 

(2) Dnlom h11l Pcngcmlmng tlinyatukan pui lil tlon tidok su nggup 

mcmpcrbnmi/mcmclihnrn . clwg:iimuna dirnuk swJ pudu 

ayn t (I), mukn Pc11gcmhang mc11ycrn hk11n Prn t urana, 

Sornno, don U1ilitos dimol<sucJ kcpadu Pcmcrinlllh l<olD 

(3) Ocrdnsarkon poda pcnycrahan sclwgaimano dimok. ud puda 

nyot (2), PD yang mcmbidan1;ti Asel Docroh mcmbuul bcnta 

acara pcrolchan Pra sa rnna, Surn11n, dan Utilila :; Pcrumahan 

dori Pcngcmbang. 

(4) PO yang mcmhidangi Ase l Docrah mcmhuat pcrnyotaan 

nssct ntos Prasorano, Sarnno, don Utilitas bcrupa tanah 

sebagaimnno dimaksud pado ayat (3) scbaga i dasar 

permohonan pcndaflaran 110k alas lannh poda kanlor 

pcrlanahan. 

(5) Wali Kola menycrnhknn Prasarnnn, Surano, dan Utililas 

kepada PO yang bcrwenang mengclola dan memelihara 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor pertanahan 

menerbitkan hak alas Lanah . 

(6) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset 

alas Prasarana, Sarona, dan Ulililas ke dalam Daftar 

Barang Milik Daerah. 

(7) Pengguna Barang melakukan pencatatan ke dalam Daftar 

Barang Pengguna. 
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BAIJ VIII 

PEMANFAATAN DAN PENO ELOLAAN PRA8AIMNA, SAl?A NA, DA 

UTII.ITA 

l'n so l 2'1 

( I) Prnsarnnfl, Sarnnn, dun Utilit ns ymig tclnh di sc rnhknn olch 

Pcrsrnrnnga n dnn/ n11111 Pcngc mhnng kcpodn Pcm ·rintnh 

Kot n mcnjadi 13 rang Milik Oncrnh dan dimnnfontk1111 ol h 

Pcrncrintah Kotn scsuoi dc11ga11 kctc11111an P raturan 

P •rundnng• Undnngnn 

12) Prnsurnno, Snrunu, da11 Utililus ya ng tc:lnh cii scrahknn olch 

Pcrscornngan dun/nlnu Pcngcmbang kcpnda Pcmcrintah 

Kol a sebaga imana dimaksud pada ayat 11) harns dapat 

dimanfaalkan u111uk kcpcnlingan Mnsyn rnkat scsuai 

dengan fungsi dun pcruntukon11ya. 

(3) Perubaha11 pcruntukan dan/utau pernanfaalan Prasa rona , 

Sarana, dan Ulilitas Umum dapat dilakukan scpanjang 

mcmcnuhi kclcntuan: 

a. perubahan kondisi alum; 

b. bcncana alam; alau 

c. program Pcmerinlah. 

Pasul25 

(1) Pcngclolaan Prasarana, Sarana, dan Utililas yang telah 

discrahkan kcpada Pcmerintah Kola sepenuhnya menjadi 

langgungjawab Pemcrintah Kol a. 

(2) Pemerintah Kola dapal bckerja sama dengan Pengembang, 

badan usaha swasta dan/atau Masyarakat daJam 

pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan 

ketentuan Pcraturan Perundang-undangan. 

(3) Dalam hal Pemerintah Kola melakukan kerjasama 

pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan 

Pengembang, badan usaha swasta dan/atau Masyarakat, 

pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas menjadi tanggung jawab Pengelola. 

(4) Pengelola Prasarana, Saran a, dan Utilitas tidak dapat 

merubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. 



11 \I IX 

PI; ',\ N ~Uff \ M \ .' J\R \ \ 
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111 . · rt :t 1111 tuk mrl 1\..u\..1111 

I 11~.1\\ .1s.111 ll rh ,1 liq I 1' 11 den •g.1 1 m Pms ir,111 ,1, ~.m,111 , 

l.111 \ t1h11s Umum 

• ) p 'r Ill l rt I 1111 . ) 11r11k.11 i:ru.1 '• 11 111 111 I d 111111k . 11 <1 p .1d11 W It 

11 d 11 .11 11I 1kuk.111 ck11g,1w 

1 mcl.11 rk 111 Jtk I h' rJ 1<\i I t' n · 1I 1h ,u,1 1 n pt n1n1 11 k 111 

P ,1 . 1 \ll 1, '. r ,111 , d(l n Utiht 1. Um11rn; 

l> me I I rk III J1k I tt·rj ul i r l' ll 'l'rul> I n Pr . mn , 

'1 111 1, <1 Ill Utilit 1s Umum okh I 1h k I. in , 

c·. mel 1pork m Jik I I ~rj di p<'ng ·rns. k, n Pr sn an , 

n 1, d 11 Util it I Umum ol h pih 1k , n, lid k 

l><: rt m ggung jaw, l> ; d 11 

d . mr l 1pork n Jtk lr rd p:11 Prn · rana, arnna, dan 

Utilit 1 ' Umurn •nng ditcrl , 111 ark n. 

(3) lA\pomn sel> g im n ctimnk ud pncta a •a t (2) dapat 

dis mp ikan · cnm tertuli kcpada Lurnh, Camat, atau PD 

y1rng membidan gi P rumahirn dan Permukiman . 

BABX 

PELAPORAN , PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 27 

Wali Kola menyampaikan laporan perkembangan penyerahan 

Prnsarnrrn , Sa rana, dan Utilitas kepada Gubemur secara berkala 

se tiap 6 (enam) bulan. 

Pasal 28 

11) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyerahan , pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas. 

(2) WaJi Kola daJam melakukan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama 

dengan lembaga lain . 
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BJ\13 XI 

PEMOIJ\ Y J\J\N 

Pa.al29 

11) P mbiaynnn pcmclilwrn1rn Prn. nrana, Snrana, cfon Utilitus 

scb lum pcnycrnhnn menJndi tnnggun~ jowab Peroranga11 

dan/ntnu Pc11gc111ba11g. 

(2) Pcmbiayunn pcrnclilwrnnn Prasarann, Snrnna, dnn Utilitas 

sctclah pcnycralrnn mcnjndi langgung jnwab Pcmcrintah 

Dneroh, yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Dacrah atau sumber lain yang sal1. 

OAB XII 

SANKS! J\DMINISTRATIF 

Pasal 30 

(1) Perorangan dan/atau Pengembang yang tidak melaksanakan 

ketentuan Pasal 12 ayat (I), ayat (3) clan aya t (4), Pasal JS, 

dan Pasal I 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif bcrupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Penghentian scmentaru kcgialan; atau 

c. Pencabulan izin. 

(2) Ketcntuan lebih Ianjut mengenaj tata cara pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur 

dengan Pcraturan Walikot.a. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 

(I) Perorangan dan/atau Pengembang yang berbadan hukum 

atau bukan badan hukum yang telah melakukan 

pembangunan Perumahan dan Permukiman sebelum 

berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan 

permukjman, wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Perumahan dan Permul<lman paling lambat 2 (dua) 

tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Perorangan dan/atau Pengembang 
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l>cl11m m1·n 1crn hk 11 11 Pm. nr1 11111 , Snr m I don lJ 1!111 11•, 

Perurn11h11n don l'c1111uk irn 111, Wnli I 011 mc1111g 1f.k1111 PD 

nng 111crnl>id1111 •i 1. cl dncrnh untuk mcmprosrs pt·11 1•11 hh 111 

kcpcmilik11n Prnsnrn nn, Snrnno dnn Utilil I Pcru 11111l 111 11 d 111 

P -rrn uk irn 111 I ·1 schul . 

UAB XV 

l<ETENTUAN PENUTUP 

Pnsnl 32 

P ·rn lurL n Ducrn h ini mulni bcrluk11 pndn longgn l diundongknn . 

Agur s ·tinp ornng 111c11gcloh11inyn, mcm rintahkun pcngundangan 

Pcrnturan Dacrnh ini dcngan pcncmpatnnnya dolarn Lcrnharan 

Dnerah Kol a Pagar Almn. 

Ditclapkon di Pnga r Alam 

padn langgal a-1 jU\.1 c'l0o3 
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